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Abstract
State without power will be weak and powedess, while a country with no legal
injustice will occur. Therefore the power of the law in a country like that can not
be separated, but the state said the law states (rechtstaat) in the state when the
law is above politics and power, the law as a tool to regulate power and politics,
not vice versa. Meanwhile, in a country can not be avoided to give power to a
group of people/organizations to run the govemment, so the govemment will
inevHably always be involved in various aspects ofthe community life, especially
in the concept of the welfare state (welfare state) govemment interference in
people's lives will much more. Therefore, to avoid abuse of power by the
govemment (a bus de droit) will reguire supervision (control). In the state ofiaw
submitted to the supervisory authority ofthe law (juridical contml).
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A. Pendahuluan
Adagium yang populer dari Lord
Acton -dalam Ridwan (2003:4-5);
'Power tends to cortupt, but absolute
power corrupt absolutely' (manusia
yang mempunyai kekuasaan cende
rung untuk menyalah-gunakan kekua
saan Itu, tetapi kekuasaan yang tidak
terbatas (absolute) pasti akan disalah
gunakan). Berdirinya suatu negara
tidak dapat dipungkiri bahwa mesti
ada pemberian kekuasaan kepada
seseorang atau sekelompok orang, '
oleh karena Itu maka seiring dengan
pemberian kekuasaan Itu juga
diberikan pembatasan-pembatasan
supaya kekuasaan yang dltierikan Itu
tidak disalahgunakan (a bus de droit/
willekeur) oleh para pemegang
kekuasaan.
Konsep seperti Ini dikenal
dengan konsep negara hukum yang
oleh Frederik Julius Sthall (dalam
Ridwan ̂ 2003:3) dikenal minimal ada
empat syarat suatu negara dikatakan
negara hukum yaitu 1) Perlindungan
hak asasi manusia, 2) Pemisahan atau
pembagian kekuasaan untuk menja
min hak-hak Itu; 3) Pemerin-tahan
berdasarkan peraturan per-undang-
undangan; 4) Peradilan administrasi
dalam perselisihan. Model negara
hukum seperti ini berdasarkan catatan
sejarah dikenal dengan sebutan
demokrasi konstitusional, dengan ciri
bahwa petnerintahan yang demokrasi
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